BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 4 21.3/Heps.0T7A-Disdil: /2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERTI 1 CIMAUNG

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pendirian sekolah
merupakar pembentukan sekolih baru yang didasarkan atas
kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendicikan ;

bahwa dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dapat
memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Permbangunar
Manusia (IPM) Kabupater Bandung ;

bahwa herdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pembentiukan Sekclat
Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Ciinaung Kabupaten Bandung
uengan Keputusan Bupadi.

Undang - undang Nom.or 14 tahun 1950 tentang Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan _awa Barat, (Beritz
Negara Tahun 1950);

Undang-undang Nomor 23 Tahi:n 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional ('.embaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301) ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tenting Pémerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2034 Tentang Perimbanganr
keuangan antara Pemecrintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438) ;

Per aturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Sert:
Masyaraket dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahur
1992 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Ncmor 3485) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubaha
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1990 tentang Pendidika
Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambaha~.
Lembaran Negura Nomor 3974 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentanc
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Prop'nsi sebagai Daera’
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahar
Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidiken (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
QOroanisasi Dcr:annl/af Nnharah (Iomh:ran Negara Tahun 2003
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Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

Peraturan Pemer'ntah Nomor 19 Tehun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan (_embaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,.
Tambahan Lembaran Megara Nomor 4496) ;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Momor 053/U/200:.
tentang Fedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Penyelengjaraan Persekolahan di Bidang Pendidikan Dasar dan
Menengah ;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/200:
tencang D=awan Pendidikan dan Komite Sekolat ;

Keputusen Menteri Pendidikan Nasional Nomocr 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002
tentang Kewenangan Kabupaten Bandung Lembaran Daerah
Tahun 2002 No. 37 Seri D) ;

Peraturen Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002
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Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7
SeriD);
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Peraturan Decerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004
tentang Penyelenggarazn Sistem Pendidkan Nasioral i
Kabupaten Bandung (Lernbaran Daerah Tahun 2004 Nomor z4
Seri D)

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004
tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggarazn
Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lemberan Daerah Tahun
2004 Nomor 29 Seri D) ;
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Menetapkan
PERTAMA

KeDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

Membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Ciméung
Kabupaten Bandking ;

Dengan berubahnya status SMPN 1 Cimaung sebagaimana dimaksud
pada Diktum PERTAMA, Dinas Pendidikan s2gera melakukan konsolidasi
internal secolah  menyangkut kurikulum, tenaga kependidikan dan
penyelenggaraan c<ekolah termasuk penataan sumber pembiayaan dan
dukungan sarana/prasarana ;

Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Sekolah sebagaimanz
dimaksud pada Ciktum PERTAMA diiaksanakan oleh Bupati cq. Kepalz
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan berpedoman pads
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berleku ;

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Bupati cq.
Kepala Dinas Pendidiken Kabupaten Bandung ;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorean]
Pada tanggal 4 Jeiuzri 20C7

TEMBUSAN disampaikan kepada :
Yth. 1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta ;

ARl B

Dire<tur Dikdasinen Depdiknas di Jakarta ;

Guberur Propinsi Jawa Barat ;

Ketua DPRD Kabupaten Bandung ;

Pa.a Asisten dan Kepala Bagian Pada _ ;

Sekretariat Daeral Kabupaten Bancung ;

(@)

Para Kepala D'nas, Lembaga dan Satuan ¥erja

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;
7. Kepala SMP Negeri 1 Cimaung Kabupaten Bandung.



